BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian panjang, berhasil menemukan hal- hal
penting yang menjawab pertanyaan awal yang menjadi latar belakang atau
mendorong penelitian ini. Penelitian ini menekankan pada eksistensi hukuman
mati dalam hukum positif Indonesia dan dorongan agar diterapkan kepada
koruptor melalui penggalian, perangkaian dan pemunculan hasil dalam bentuk
persepsi mahasiswa.

Kesimpulan dalam penelitian merupakan hasil dari generalisasi atas data-
data- data yang diperoleh dari responden yang telah dijelaskan sebelumnya secara
komprehensif. Adapun kesimpulan yang diperoleh ialah sebagai berikut :

1. Mahasiswa secara mayoritas tidak menentang eksistensi hukuman mati
dalam hukum pidana Indonesia. Bahkan, mahasiswa memandang
hukuman mati adalah hukuman patut untuk dipertahakan.

2. Mahasiswa mendorong hukuman mati bagi koruptor di Indonesia
dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia adalah patut untuk
diterapkan. Dukungan agar hukuman mati agar dihukum mati tidak
lain merupakan dampak dari kekurangan sistem hukum saat ini dalam
menegakkan hukum terkhusus dalam vonis atau hukuman yang incraht
diterima oleh koruptor. Maka titik perdebatan hukuman mati tidak
semata apakah hukuman mati melanggar HAM atau tidak melainkan

lebih pada hukuman yang dianggap belum maksimal.

87



88

. Saran

Adapun saran yang bisa diketengahkan dalam penelitian ini adalah :

. Sebagai hasil hasil penelitian dan kajian ilmiah, kiranya hasil dari
penelitian ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam kerangka
pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bagi mahasiswa perlu untuk lebih mendalami dan memahami korupsi di
Indonesia secara lebih mendalam. Pemahaman ini penting sehingga
mahasiswa sebagai agen penerus bangsa bisa mengambil pilihan yang
bijak dan penting dalam mengurangi permasalahan kebangsaan terkhusus
korupsi. Hal ini juga mengingatkan pentingnya peran serta mahasiswa
sebagai agen anti korupsi, pihak yang sangat berperan penting dalam
menimalisir korupsi.

Bagi penegak hukum, segenap elit bangsa dan negara di Indonesia perlu
ditegaskan bahwa tuntutan akan hukuman mati bagi koruptor tidak lain
adalah manifestasi atas kekecewaan pemberantasan korupsi sejauh ini.
Maka titik perdebatan hukuman mati tidak semata apakah hukuman mati
melanggar HAM atau tidak melainkan lebih pada hukuman akibat hukum
yang gagal.

. Untuk menghindari perdebatan hukuman mati terhadap koruptor bisa
ditempuh dengan membangun kembali optimisme rakyat dengan
pemberantasan korupsi yang tegas, vonis yang seadil-adilnya serta

pencegahan dan komitmen bersama untuk memberantas korupsi.
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